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PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat,

manusia selalumberhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam

hid ] memenunikebutuhan ters ak cara yang dapat dilakukan.
Kebutuhan pokok manusia selain makan dan tempat tinggal adalah sandang atau

pakaian. Pakaian terdiri dari berbagai jenis, pengertian pakaian menurut Kamus

b ——

Bes ; ah barang @ ] i baju, celana
dan sebagai . ebagai penutup

tubuh. P& aya pakaian

KARAWANG: o

hari, tetapi fashion telah menjad a hidup. Gaya hidup seseorang bisa diukur dari

yang popule y
Fashion saa
pakaiannya. Seiring waktu, gaya'idup dapatymenjadi indikator dan faktor pepentu
untuk status sosial dan juga untuk pekerjaaniyang dilaktike
Industri fashion selalu menghadirkan tampilan yang upe ~Para remaja
utamanya mahasisiwa-mahasiswi yang ingin terlihat modis pasti akan memenuhi
keinginannya tersebut dengan mengikuti tren fashion sesuai dengan perkembangan

yang dihadirkan oleh industri fashion. Sebagian orang akan mencari cara untuk

tetap terlihat modis namun dengan modal yang minimal, alternatif atau caranya

! Gurupendidikan.com “Pengertian Fashion — Stylist, Sejarah, Manfaat, Ciri, Perkembangan,
Faktor, Para Ahli” https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-fashion/, diakses tanggal 4 Maret
2023 pukul 21.25 WIB



adalah dengan membeli pakaian bekas atau sekarang lebih dikenal dengan istilah
thrifting.
Secara istilah, thrift berarti hemat, lebih tepatnya lagi thrift merupakan

perilaku yang sangat memperhatikan berapa jumlah uang dikeluarkan untuk

membeli urbarang. Sehiagga bisa dikatakan, thrifting adalah kegiatan membeli

pak; Kas yang masih layak. pakai d gka menghemat pengeluaran,

pakalan-pakaian tersebut biasanya untuk dipergunakan untuk kebutuhan sendiri

maupun dipergunakan untuk komersil atau dipgr

lain ing adalah bisnis j eli i a ‘ ng ini bukan

hanya n-pakaian beka i aHiperjual-belikan.
ARG

Selagi pakaian b asifr+-be i aN.ba asnya cukup

jual-belikan kembali. Dengan kata

layak, maka bisa,0

Pada praktik
dilakukan secara online™e ' ecara langsung pergi ke pasar-pasar barang
bekas. Pasar pakaian bekas ata ift sSheplkini dapat dijumpai diberbagai’ titik
lokasi. Sifatnya yang menjalar mengakiba masyarakat“dengan“sangat_mitidah
dapat menjumpai lokasi pasar pakaian bekas. Ada 5 tempat 1oKast'populer thrifting
diantaranya di Blok M Square Jakarta, Pasar Senen Jakarta, Pasar Baru Jakarta,
Pasar Cimol Gedebage Bandung, dan Stadiun Bima Kota Cirebon.® Di Karawang

sendiri sudah banyak di beberapa lokasi yang membuka toko thrift shop.

2 Everbest.com, “Kenali Perbedaan Thrift, Thrifting, Dan Thrift Shop Serta Tips Belanjanya”,
https://id.everbestshoes.com/content/pages/perbedaan-thrift-thrifting-dan-thrift-shop, diakses
tanggal 5 Maret 2023 pukul 09.10 WIB

3 Cnnindonesia.com, “5 Tempat Populer Thrifting, Tetap Gaya Pakai Baju Bekas Branded”,
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221009110108-277-858172/5-tempat-populer-
thrifting-tetap-gaya-pakai-baju-bekas-branded, diakses tanggal 5 Maret 2023 pukul 09.30 WIB



https://id.everbestshoes.com/content/pages/perbedaan-thrift-thrifting-dan-thrift-shop
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221009110108-277-858172/5-tempat-populer-thrifting-tetap-gaya-pakai-baju-bekas-branded
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221009110108-277-858172/5-tempat-populer-thrifting-tetap-gaya-pakai-baju-bekas-branded

Secara online biasanya pelaku usaha membuat sebuah akun di media sosial
seperti Instagram atau marketplace online Shopee. Pelaku usaha biasanya
mendatangkan pakaian bekas tersebut dari negara yang memiliki merek terkenal,
karena konsumen lebih tertarik pakaian bekas yang berasal dari negara seperti
Perancis, Amerika, Australia, Jepang, dan Korea. Dibandingkan dengan pakaian

bekas yang berasal dari dalam negeri (hal ini didasarkan pra penelitian di media

sosia nakketplace.online).
enurut Undang-Undang Nomer 8 n 1999 Tentang Perlindungan

Kansumen yang menetapkan pada Pasal 8 ay; ,,-’

me dagangkan barang yang
me an informasi secar
diperha etentuan pasal t

pelaku usa

2 bahwa “Pelaku usaha dilarang

l """ cemar tanpa
ud”. Apabila
an dlperbolehkannya
.. Kaian bekas

mbeKNRRWANGa .

ne kait keadaan dan kualitas barang bekas (pakaian

impor) dengan
benarnya kepada ko
bekas) tersebut. Dari segi perfifidungamikonsumen sendiri, dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindtngan, Konse dinyatakan dalam#Pasal 19

ayat (1) bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawak mberikan_gantigftgi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas adalah barang yang berasal dari
impor luar negeri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga

tidak aman untuk dipergunakan atau dipakai oleh masyarakat, maka pemerintah



dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/-
DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang

berbunyi, “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Ala alasan yang=melatarbelakangi tidak diperbolehkan impor pakaian

bek;

ga

de Kementerian Perdagangan melakukan'uji laboratorium setelah maraknya

pen pakaian bekas, d elana bekas

impo dari, Pasar Senen, njukkan banyaknya

kontaming

bakteri meng ana impor bekas per gra

wKARAWANG. oo

UKM) mengatakan tren“kegiatammthrifting ini kurang disukai oleh pemerintah

Selain itu

karena dianggap merugikan bag uf M di Indonesia. Menjual pakajan

bekas impor dari luar negeri dengan harga pdah-rendainya adikapgSalah

satu penyebab sulitnya UMKM untuk lebih mendominasi di dalamnegeri.
Setelah Pemerintah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian

Bekas “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan

4 Tempo.co, “Bahaya Jamur, Bakteri, dan Virus yang Ada di Pakaian Bekas”,
https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas,
diakses tanggal 5 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

> Pintarjualan.id, “Kenapa Pemerintah Larang Thrifting Baju Bekas Impor? Inilah Dampaknya bagi
UMKM!”, https://pintarjualan.id/kenapa-pemerintah-larang-thrifting-baju-bekas-impor-inilah-
dampaknya-bagi-umkm/, diakses tanggal 25 Maret 2023 pukul 13.20 WIB



https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas
https://pintarjualan.id/kenapa-pemerintah-larang-thrifting-baju-bekas-impor-inilah-dampaknya-bagi-umkm/
https://pintarjualan.id/kenapa-pemerintah-larang-thrifting-baju-bekas-impor-inilah-dampaknya-bagi-umkm/

Republik Indonesia” maka bisa dikomentari apabila pakaian bekas tersebut sudah
terlanjur berada di Indonesia maka tetap diperbolehkan diperdagangkan. Namun
ketentuan selanjutnya yaitu pasal 3 menjelaskan bahwa “Pakaian Bekas yang tiba
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal
Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan

perundang ang dimusnahkan disini adalah pakaian bekas

o >

seba ek peraturan, sehifigga.walaupu bekas tersebut terlanjur ada di
Indonesia tetap dapat dimusnahkan atau dilarang keberadaannya. Hal ini dilakukan

de pertimbangan kesehatan manusia yang|dapat mempengaruhi masyarakat

Indc a dan juga berkaita erekonomian

dalaminegeri dengan memba

embangkan berbagai

produk gimerupakan uksi-dala I. melihat._perkembangan
kegiatan thr Indonesia yang KiNT<sqg) populer tentu menimbulkan
pertanyaan apakah“kegiatan tI’KA[RLAWANGﬂpOI’ ini sudah
memenuhi ketentuan-ketentua g berlaku.

Perlindungan hukum bag psumenitentu sangat dibutuhkan disinifagar

6

konsumen mendapatkan suatu kepastian m_yang me ak“Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian beka por-harus dapat
dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa perlindungan
hukum terhadap konsumen baju bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan

masyarakat Indonesia.

® Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010, him. 1



Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pakaian bekas,
untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian
sebelumnya mengenai larangan impor pakaian bekas, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun

“(@see g Ralam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri

gangan No. 51 Tahufr2015”. Ole Ainun Najib, Fakultas Syariah
an Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019”. Kesimpulan

lam skripsi ini membahas praktek judl|beli online yang dilakukan oleh

ilik akun @secondis Perdagangan

\5dahun 2015 dan IS Islam jual beli yang

dilakuka 0 ndlis : ah-jual beli yang

sudah seSuai, dengan ketentuan syari #Syarat dan rukun jual beli yang

KARAWANG

2. Jurnal yang berjudu kKibatiHukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang

telah terpenuh

Dalam Kegiatan Transaksi Bafang Bekasz, Oleh | Made Aryawan Saddewa

dan Ni Nengah Adiyaryani, Universitasi@dayana, Tant - Kesimpulan
dalam jurnal ini fokus mengenai akibat hukum yang drtrmbulkan dari cacat
tersembunyi pada barang serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan jual-

beli barang bekas.?

7 Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun “@secondisgood mjk”
dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 TAHUN 2015” (Skripsi
S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

8 ] Made Aryawan Saddewa dan Ni Nengah Adiyaryani, “Akibat Hukum dari Cacat Tersembunyi
Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas” (Jurnal Fakultas Hukum, Univesitas
Udayana, Bali, 2015)



Perbedaan 2 (dua) skripsi dan jurnal diatas dengan penelitian penulis, penulis
lebih memfokuskan membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual
beli pakaian bekas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada

objek penelitiannya yaitu pakaian bekas impor.

Berdasarkanmlatar, belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

penelitian “deagan judul & NDUNGAN KONSUMEN

ADAP KEGIATAN THRIFTI IHUBUNGKAN DENGAN

ANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999ITENTANG PERLINDUNGAN

MEN”
\ YW
kaS| Masalah

Berdasarkan uraian-lata

pada penelitiantini‘adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ke A KARAjWAjMG Pakaian Bekas

Impor?

2. Bagaimana Bentuk Perlindu Bagi Konsumen Menurut Up@lang-

Undang Perlindungan Konsumen Afa grugian yang - Ditimbulkan” dari

Pemakaian Pakaian Bekas?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:



1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Terhadap Adanya Perdagangan Pakaian
Bekas Impor.

2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Atas Kerugian yang Ditimbulkan

dari Pemakaian Pakaian Bekas.

D. ManfaatsReneliti

Adaplni aat penelitiame *
1. it

anfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari pep

litian ini adalah untuk menambah

wawasan bagi mah argumentasi

am pembentuka

b. \ : i ahue f Kar_penelitian ini dapat

memberikan sumbangan per #perkembangan ilmu hukum

 NNHARAWANG

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yangieipere dari penelitian ini adalah sebagai

pengetahuan bagi penulis dan masy at, Serta ' oun pelaku

usaha mengenai kegiatan Thrifting.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan atau kaidah tertulis
dalam masyarakat sebagai struktur sosial, keseluruhan perilaku yang berlaku dalam
kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan menerapkan hukuman atas

pelanggaran. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan



masyarakat yang tertib dan sejahtera, sehingga kepentingan manusia mendapatkan
perlindungan.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama, sedangkan
perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terhadap martabatnya, serta

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimilikinya. Dengan kata lain,

perlind ukum adalaf™berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

apa egak hukum untuk memberikan n baik lahir maupun batin dari

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

harkat..dan.. martabat, serta

peng S atas dasar
ketentt \ um yang sewe atay s S ngkat peraturan atau
kaidah ya N dapaign ungi-statu-hall da :::: Berkaita

konsumen, halSini Bekarti bahwa hukum meltingi_hak-hak konsumen terhadap
segala sesuatu yang'dapa 02 ‘ RA;WAN}G-MK tersebut.®

Menurut CST Kanstiiper pgan hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat " penegak @, untuk memberikan rasagg@man,
baik secara pikiran maupun fisik dari ganggUanidlan. berbagal anCaman dasifpihak
manapun. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, vyaitu keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan

kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

® Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya, 1987,
him. 25
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kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.*®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
dapat gibedakan menjadi dua, yaite:!!
a. lindungan Hukum Preventif *

emerintah dengan tujuan untuk

Perlindungan yang diberikan oleh

cegah sebelum terj |
Undang-undangan de
me an rambu- ram ta

' EPK”ARAWANG

esif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

m peraturan

anggaran serta

melakukan suatu

b. Perlindunga
Perlindungan
seperti denda, penjara, da u ambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakuka atu pela

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan denga asaan, ada dua
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan
kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan

10 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 2003, him. 14
1 1bid, him. 20
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kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi
si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi
konsumen terhadap pelaku usaha. Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa

sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:*?

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
adaperlindungan hukum_ preventit ini, subyek hukum diberikan
sempatan untuk mengajukan “kebera au pendapatnya sebelum suatu

eputusan pemerintah mendapat bentuk

ta. Pedindungan=hu u if sangat besar
ahan yan : : an bertindak
karenay engan adanya ga a reventif pemerintah

terdora % -0 l-lg,;.:i-z“

pada diskre IndoK'aAR RWRJN Gsus mengenai
ntif.

perlindungan hukum,pre

yang definitif. Tujuannya adalah

ncegah terjadinya se

a bagi tindak pem

et didasarkan

b. Sarana Perlindungan H n Rex

Perlindungan hukum yang*ifepresi juan untuk menyelesaikan
sengketa, penanganan perlindungan huk Pengadila mum dan
Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum
ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep

12 philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina IImu ,Surabaya, 1987,
hal.30
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tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat
dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap
tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

peclifdtngan terhadap “hakshak asasi manusia mendapat tempat utama dan

dikaitkan dengan tujua

dari nega um.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidalﬂnembeda-bedakan subyek hukum,

Indonesia sebagai negara hukum yangsberdasal ancastlazharts memberikan

perli gan hukum kepada a negaran erl kum ini akan

menciptakanypengakuan dan ga ia dalam wujudnya
sebagai \ ind i h negara

kesatuan yang“imenjunjung KQARaRWﬁlNrGeml mencapai

kesejahteraan bersama

Asas Kepastian Hukum, ang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, da eadila etic ebijakan
penyelenggaraan negara. Kepastian sendiri secara etimologisginti perasal dari
kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.*® Asas kepastian hukum

setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah

berdasarkan atas hukum yang berlaku.

13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,
2006, him. 847



13

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawabfsecara_normatif, bukam=sasiologi.’* Kepastian hukum secara normatif

ada etika suatu peraturan dibuat dan diun an secara pasti karena mengatur

secara pasti dan logis.*®

turan hukum, baik teftéitis matipun itida is berisi atu -aturan yang
bersi mum yang menJU i laku dalam
masyarakat “dan menjadi ba I “me akat membebani atau
T
buKuAanAWﬂ\NJG Jadi dapat

disimpulkan bahwa kepastia Jm secara normatif adalah ketika suatu peraturan

melakukan gm0 terhadap itu dan

pelaksanaan at

dibuat dan diundangkan secarampas ena mengatur secara jelas dan logis,
sehingga tidak menimbulkan keragu-raguas, (m 0gis. dan punyai

daya prediktabilitas.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut
diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas

kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis

14 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yoyakarta, 2010, him. 59
15 Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 385
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dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan
berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan
bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas

kepastianh , maka*dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan

itu g enjadi suatu batasan_bagi m dalam melakukan suatu hal

tindakan dari satu orang terhadap orang lainnya.®

epastian hukum sebagai=salah=satu ujtidn-h uwatakan sebagai

bag I upaya mewujudk adil i ukum adalah

pelaksa \\
i 1

siapa yang

tau penegaka tanpa memandang

memperkirakak hukum tertentu.
Kepastian diperluka dapan hukum

tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukaka 3 aendasar yang berhitbungan

dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-
undangan.

2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

16 peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar IImu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 158
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3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa
kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

merupakan_predukmsdari,_hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasal pendapatnya ebut, makes stav Radbruch, hukum positif

ya engatur kepentingan-kepentingan mahusia dalam masyarakat harus selalu

Ienggunakan metode

penelitiantkualitati an-beberapahalya ; iperhatikan-sebagai berikut:

yuridis empiris. Adap an penulis menggunakan metode tersgbut

ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil

F. etode Penelitian

ian ini merupa

adalah karena data utama®yang di¢

n_adalah data primer yaitu
berupa data yang didapatkan berdasarkan di lapangan,@é@n data

penunjang adalah data sekunder (kepustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif

eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan
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untuk menjelaskan hal-hal dibalik fenomena, dibalik sesuatu yang terjadi

sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi.

3. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

1) Penulis mencari masalah yang akan diteliti

Renulissmenentukan objek penelitian

eknik Pengumpualan-Bata *

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan

penelitian Iapangan untuk me,

Iperolen _data__ primer dengan

mengumpulkan d i
Wawancara y engan cara bertanya

ibahas. Dengan hal | gtinakan untuk memperoleh data

HKARAWANG

b. Observasi terkait t€ rift shop.

c. Dokumentasi untukfmenca a, penelitian yang dibutuhkaf’ dari
sumber catatan, transkip, buke at kabar, majalah; notulengfapat,
agenda dan lainnya. Penulis mencari dokumen mnegenai hal-hal
yang diperlukan untuk menunjang kebenaran penelitian ini.
Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data

sekunder yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
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2) Permendag Nomor 51/M/-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan
Impor Pakaian Bekas
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
b. Bahan Hukum Sekunder:

1) Buku

pal/Karya [Tmia
3) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Y aitu=bahan-bahan =htkbm=y ang=memberikan penjelasan
terhadap I 1 seperti
en5|klope ar bahasa Indonesia.

KARAWANGCM

dengan menggumakan'metode logika hukum induktif, yaitu dengan cara

berpikir dimana dari" pebayatae ng bersifat khusus ke umum.

G. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Toko Thrift Shop

2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang



